
BUPATI I(ATINGAN

PERATURATiI BUPATI KATIl\IIGAN

NOMOR: 3LT51UN 2O11I

TEI{TA}iIG

PEDOMAIII PENTUSUIIAIV ANGGARAN PENDAPATAN DAIV

BELAN.IA DAE]IIAII I(ABUPATEN I(ATINGAT\I
TAHTTN AI{GGARAN 20 I.3

DENGAI{ RAIrI!|I.AT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

b.

Mengingat : 1.

BUNPATT I{ATINGAN,

bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat

{2) Perat.uran Pemerintah Nr:mor 58 Tahun 2OO5

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasai 83

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2OAT ter:tang Perubahan A1-as Peraturan Menteri

Dalam ,Negeri Nomor 13 'lahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangzrn Daerah, perlu dibur,rt

suatu l'edoman tentang Pen5rusunan Anggaran

Pendapal"an dan Belanja DaeraLh Kabupaten Katingan.

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di

atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang - Undang Nomor 4:] Tahun 1999 tentang

Perubah;ern Atas Undang - Urndang Nomor 8 Tahun

1974 tentang Pokok - Pokok l(epegawaian (Lembaran

Negara I'lepublik Indonesia T:;rhun 7999 Nomor 169,

Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3139O);

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2AO2 tentang

Pembentr,rkan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Seruyan,, Kabupaten Sukamara, Kabupaten

Lamandilu, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

?.
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4.

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan

Tengah r[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AO2 Nornor 18, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor a18O);

3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(LembareLn Negara Republik Indonesia Tahun 2AA2

Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia. Nomor a25O);

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor '17 Tambahan Lembaran

Negara Flepublik Indonesia Nornor 4286);

Undang - Undang Nomor l. Tahun 2AA4 tentang

Perbend:,rharaan Negara (Lernbaran Negara Republik

Indonesj.a Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara ltepublik Indonesia Nomor a355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dal Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OA4 l'lomor 66, Tambahan

Lembaram Negara Republik Inrlonesia Nomor aaoO);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2AA4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 104, Tambahan Lern.baran Negara Republik

Indonesr,a Nomor 4421);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tenkmg

Pemerinl-ahan Daerah (Lemlbaran Negara Republik

Indonesr"a Tahun 2OO4 Nornor 125, Tambahan

Lembarz,rn Negara Republik Indonesia Nomor 44371

sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang - Undang lrlomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua l!.tas Undang - Undang

Nomor l]2 Tahun 2AO4 tentang Pemerintah Daerah

(Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

5.

6.

7.

8.



9.

Nomor ltg Tambahan Lemlraran Negara Republik

Indonesia Nomor a&aa);

Undang - Undang Nomor 3i3 Tahun 2AO4 tentang

Perimbalrgan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat

dan Pern.,erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Ntrmor L26, Tambahan

Lembararn Negara Republik Inclonesia Nomclr 4438);

Undang - Undang Republik Inclonesia Nomor 28 Tahun

2OO9 terrtang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembal;m Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 1O3, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesizr Nomor 5}a9l;
Undang - Undang Nomor 1'.], Tahun 201L tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan

(Lembarr,:Lrr Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor ,fJ2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia" Nomor 523fl;
Peraturan Pemerintah Nomor lO9 Tahun 20OO tentang

Kedudui;an Keuangan KepaLa Daerah dan Wakil

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOO Nomor 2LO, Tatntrahan Lembaran Negara

Republil: Indonesia Nomor aO28);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang

Subsidi r:lan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan

Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan

Penerim:a Pensiun {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 hlomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Incionesia Nomor a29al;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Tahun ilOO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

beberapa kali diubah tererkhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2,0A7 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

10.

11.

\
12.

13.

14.



Dewan Perwakilan Rakyat Dzrerah (Lembaran Negara

Republih lndonesia Tahun 2oCI7 Nomor 47, Tarnbahan

Lembara.n Negara Republik Inclonesia Nomor a7121;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2OOS tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik {[,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 62, Tambaan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a5i3);

16. Peratura.n Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2005 tentang Pinjar:nan Daerah {Lembaran
Negara lFtepublik Indonesia Tiahun 2OO5 Nomor 137,

Tambahr;Ln Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4t57A);

17. Peratura,n Perr.erintah Republik Indonesia Nomor 55

Tahun i2loOs tentang Dana JF'erimbangan (Lembaran

Negara Itepubiik Indonesia Tahun 2AA5 Nomor 137,

Tambahran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

18. Peratura..n Pemerintah Repubtik Indonesia Nomor 56

Tahun j2OO5 tentang Sistern Informasi Keuangan

Daerah [Lembaran Negara Re,publik Indonesia Tahun

2005 },tromor 138, TambahLan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 45i'61;

19. Peratura.n Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57

Tahun 21005 tentang Hibah Kepada Daerah {Lembaran

Negara l?epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Nega:ra Republik Indonesia

Nomor a5771;

2O. PeratureLn Pemerintah Republ.ik Indonesia Nomor 58

Tahun 1.1005 tentang Pengelcllaan Keuangan Daerah

(Lembarein Negara Republik Indonesia Tahun 2005

nomor I4A, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indones;la Nomor a57 8);

21. Peraturem Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65

Tahun 2005 tentang Pedoman Pen5rusunan dan

Penerapan Standar Peiayanan Minima-i (Lembaran

Negara llepublik Indonesia T'ahun 2OO5 Nomor 15O,

'i
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Tambahi,m Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a1585);

22. Perafitra:n Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 llomor 158, Tambahan Lembaran l{egara

Republik Indonesia Nomor a5t\7);

23. Peratura,n Pemerintah Repub,lik Indonesia Nomor 8
Tahun 20A6 tentang Laporan, Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara tlepublik Indonesia Nornor a61a\;

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38

Tahun 2AOT tentang Pembagizrn Urusan Pemerintahan

Antara [')emerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerinrtahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara '['ahun 2AO7 Nomor 83, Tamba}:an Lembaran

Negara Ilepublik Indonesia No:mor a737);

25. Peratura:n Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41

Tahun |1.,007 tentang Organlisasi Perangkat Daerah

(Lembar,:Ln Negara Republik flndonesian Tahun 2OA7

Nomor 139, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Indonesj,a Nomor a7a\;
26. Peratura-n Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71

Tahun 2A1A tentang Standar Akuntansi

Pemerint.ahan;

27. Peraturain Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang

Tata Tcrtib Dewan Perwal,rilan Rakyat Republik

Indonesiiir (DPR RI).

28. Peraturarn Presiden Nomor 1{18 Tahun 2AAT tentang

Tunj anga.n Tenaga Kependidikan;

29. Peratura.n Daerah Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang

Pembagian Urusan yang Menjadi Kewenangan

Pemerint.ah Kabupaten Katir:rgan {Lembaran Daerah

Kabupat-,en Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

30. Peratlrrairr Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2

Tahun 2Oll tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2AA8



tentang Organisasi dan Tata l(erja Sekretariat Daerah

dan Se"Lrretariat Dewan Per;vakiian Rakyat Daerah

Kabupali-en Katingan;

31. Peratllran Daerah Kabupate,n Katingan Nomor 3

Tahun 2ALl tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 tahun 2OO8

tentang Organisasi dan Tal;a Kerja Dinas Daerah

Kabupat-,en Katingan;

32. Perafurern Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 tahun

2011 tcntang Perubahan A.tas Peraturan Daerah

Kabupat,en Katingan Nomor 6 tahun 2008 tentang

OrganisaLsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencarrraan Pembangunan Daerah dar^ Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Katingan.

33. Peraturein Daerah Kabupaten Katingan Nomor I
Tahun 2tOlI tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupal-en Katingan Tahun 29ll Nomor 8);

34. Peraturem D4erah Kabupatern Katingan Nomor 14

Tahun 21011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran

Daerah .Kabupaten Katingan T'ahun 2A71Nomor 14);

35. Peraturetn Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15

Tahun i1011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran

Daerah ,Kabupaten Katingan T'ahun 2011 Nomor 15);

36. Peratururn Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16

Tahun 2011 tentang Retribusi Penzinan Tertentu

{Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011

Nomor i 6);

37. Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2AOS te;ntang Pedoman PengJqiuan. Penyerahan dan

Laporan Penggunaan Bantuan Keqangan Kepada

Partai P,rlitik;

38. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 te.ntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagairnana telah diubah beberapa ka1i, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 21011 tentang Perubahi;Ln Kedua atas Peraturan

Dalam l{egeri Nomor 13 Tahurt 2aO6 Tentang Pedoman



Pengeiola.an Keuangan Daerah;
39. Peraturzrn Menteri Dalam Negeri Nomor 2s rahun

2006 tc'ntang perubahan Atas peraturan Menteri
Dalam lr,regeri Nomor 32 Tahun 200s tentang pedoman

Pengaju,*n. penyerahan da, Laporan penggunaan

Bantuan Keuangan Kepada perLrtai politik;
40. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 2r rahun

2AA7 tentang pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, penganggaran darr pertanggungiawaban

Penggurraan Belanja penunjar:Lg operasionar pimpinan

DPRD s;erta Tata Cara pengembalian T\rnjangan
Komunil<asi Intensif dan Dana Operasional;

41' Peraturz,m Meteri Dalam NegeLri Nomor 6o rahun 2aa7
tentang Paian Dinas pegewai lf*legeri sipil clilingkungan
Departernen Dalam Negeri danL pemerintah Daerah

42- Peratur€rn Menteri Dalam Negeri Nomor l i rahun
2oo8 te:ntang pakaian Dinas Kepala Daerah, wakil
Kepala ltaerah dan Kepala Desra;

43. Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nom'r 11 Tahun
2a11 te:ntang Pedoman perjalanan rhnas Ke Luar
Negeri bagi pejabat/pegawai , ri lingkungan
Kementerian Dalam Negeri, pemerir;r.rh Daerah dan
Pimpinan serta Anggota De'rvan }it'r,"vakilan Rakyat
Daerah;

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor sz rahun
2Ol2 t.entang pedoman pen5rusunan Anggaran
Pendapeitan Dan Belanja Drit'.ertr Tahun Anggaran
2013;

45- Peraturirn Menteri Keuangarr Republik Indonesia
Nomor : 37 /PMK.O2 / 2OL2 i,.:ntang Standar Biaya
Tahun y'inggar&n 2013;

46- Peraturan Gubernur Kaiimantan Tengah Nomor 26
Tahun '.2A11 tentang Upah lylinimum provinsi (UMp)

dan upah Minimum sektorax provinsi {uMSp) Tahun
2Ol2 Pr,ovinsi Kalimantan Tengah;

47. Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2all
tentang Tunjangan Kelangka.an profesi Bagi pejabat



48.

49.

Fungsional Pengawas Penyelenggaraafi Urusan

Pemerintahan di Daerah (PFP2UPD) dan Auditor Pada

Inspektorat Kabupaten Katingan.

Perafuran Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2AD

tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter

Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata

Laboratorium Kesehatan, Jlpidemiolog Kesehatan,

Entomojlog Kesehatan, Sa.nitarian, Administrator

Kesehatan, Pen5ruluhan l(esehatan Masyarakat,

Perawat Gigi, Nutrisionis Ctptisien, Teraiis Wicara,

Okupas:i Terahs, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi

Darah, Teknisi Gigi dan l'eknisi Elektormedis di

Wilayah Kabupaten Katingan.

Peraturiln Bupati Katingan Nomor 15 Tahun 2AL2

tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat,

Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Katingan;

MEMUTUSXAN

Menetapkan:13ffi 
:;f lki.HtI."l'ffiiJl["ii?;H.,ffi,7

DAERA}I IiIIABUPATEN KATING,I\N TATIUN ANGGARAII
20t3.

BAB I
KI]}TENTUAIII UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini,fang dimaksud dengar:.:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan yang

selanjutnya disingkat rltPBD Kabupaten Katingan, adalah rencana

Keuangan tahunan Pemr::rintah Kabupaten Katingan yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupatr:n Katingan dan DPRD

Kabupaten Katingan, dan ditetapkan dengan Fr:raturan Daerah.

2. Pedoman Pen5rusunan APBD Kabupaten Katir:Lgan adalah pokok-pokok

kebijakan mencakup sirrkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan

pemerintah Kabupaten Katingan, Prinsip dan kebijakan Pen5rusunan

APBD Kabupaten Katirrgan, teknis penlrusunan APBD Kabupaten
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5.

3.

4.

7.

Katingan dan hal-hal khusus lainnya yang harus

diperhatikan/ dipedomanii oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.

Sinkronisasi kebrijakan pemerintah pusat dengan pemerintah

Kabupaten Katingan adillah keserasian kebilakan pemerintah pusat

dengan kebij akan penyelenggaraan pemerintahi Kabupaten Katingan.

Prinsip dan kebijakan umum APBD Kabupaten Katingan adalah

Landasan filosofis untuk merumuskan k,ebijakan dan sasaran

program/kegiatan dalan:r satu tahun anggaran, untuk dipedomani

seluruh Satrran Keg'a []erangkat Daerah (SKPD) dalam penJrusunan

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dalam rangka penJrusunan

Rencana APBD dan Ranc:angan Perubahan APEID.

Teknis Penlrusunan APBD adalah langkah-langkah yang han:s

dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dalam penJrusunan

APBD.

6. Pejabat Negara adalah Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, V/akil

Ketua, dan Anggota Maqjeiis Permusyawaratan Raigrat, Ketua, Wakit

Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Ra1ryat, Ketua dan Wakil Ketua

Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua,

Ketua Muda, dan Hakinr Agung pada Mahkarnah Agung, Hakim pada

Badan Peradilan Umurn, Peradiian Tata Usaha Negara, Peradilan

Agarna, Peradilan Militerr, dan Hakim yang d:ipekerjakan untuk tugas

peradilan {yustisial), Ketua, Wakil Ketua, dan I{akim Pengadilan Pajak,

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Perrreriksa Keuangan, Ketua

dan Wakii Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua, Wakil Ketua,

dan Anggota Komisi Ytrdisial, Menteri, dan Jabatan yang setingkat

Menteri, Kepala Perwak-ilan Repubiik Indonesia yang berkedudulcan

sebagai Duta Besar LuerLr Biasa dan Berkuasil Penuh, Gubernur clan

Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota dan Wakil BupatilWakil

Walikota.

Pegawai Negeri Sipil Dar,:rah adaiah Pegawai Negeri Sipil yang gqjinya

dibebankan pada Angg:a.ran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten / Kota.

Pegawai Tidak Tetap/PeJke{a Hanan/Tenaga Kontrak adalah pegawai

yang diangkat untuk jangka waktu tertentu g{.rna melaksanakan tugas

pemerintahan dan pembangunan yang bersifa.t teknis profesional dan

administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi

dalam kerangka sistem liepegawaian, yang tidal< berkedudukan sebagai

9
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Pegawai Negeri dan diikat dengan perjanjierLn kerjasama. Untuk di
lingkungan Kabupaten Katingan diselllut sebagai Tenaga

Ahii/Pendukung.

9. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yareg diterima oleh Pegawai

Negeri Sipil diluar dari ggaji dan tunjangan ya.ng diatur sesuai dengan

peratrrran pemndang - undangan.

1O. Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rai<yat Daerah (DPRD) yaitu untuk
membaltu anggota DPlilD guna mengoptimalkan fungsi, tugas dan

wewenang DPRD serta rrnengumpulkan data, mengadakan pengkajian

serta penelahaan berbagai masalah yang berkaitan dengan tugas dan

kebutuhan fraksi.

1 1. Jabatan Fungsional yaitr-r jabatan teknis yangi tidak tercantum dalam

struktur organisasi, tet.api dari sudut pandang fungsinya sangat

diperlukan dalam pelaLksanaan tugas - trrgas pokok organisasi,

misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), gufr, dosen,

dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata

komputer, statistisi, przrnata laboratorium pendidikan, dan penguji

kendaraan bermotor.

12. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu tempat untuk penyedia

pemilihan barangljasa dengan tugas pokok menetapkan dokurnen

pengadaan besaran nominal, dan non penawaran, pengumuman untuk
masyarakat umum melalui LPSE dalam partal nasional, menilai

kualifikasi melalui pralrualifikasi dan pascakuaiifikasi, melakukan

evaluasi administrasi, teknis dan tesnya.

13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang

berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan

misi SKPD.

14. Kegiatan adalah bagian rlari program yang dilerl<sanakan oleh satu atau

lebih unit kerja pada SKPD sebagai dari bagian pencapaian sasaran

terukur pada satu program dan tediri dar"i sekumpulan tindakan
penyerahan sumber da.ya baik yang berupa personil (sumber daya

manusia), barang modal termasuk peralatan rlan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa. atau kesemua sumtr,er daya tersebut sebeigai

masukan (input) untuk menghasilkan keluarerrn (output) dalam bentuk
baranfJasa.

15. Penerimaarr daerah adala*r uang yang masuk l;e kas daerah.
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16. Pengeluaran daerah adal.lh uang yang keluar ciari kas daerah.

17. Pendapatan daerah adaireh hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambahan nilai kekayaan bersih.

18. Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan

perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian NegarafLernbaga, baik berupa Standar Biaya Masukan

maupun Standar Biaya F,engeluaran.

19. Standar Biaya Masukar:r adalah satuan biaya berupa harga satuan,
tarif, dan indeks yang cligunakan untuk metuJrusun biaya komponen

masukan kegiatan.

20. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk
menghasilkan sebuah k,r:luaran kegiatan yang merupakan akumulasi
biaya komponen masukan kegiatan.

21. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

22.Tarif adalah nilai suatrt jasa yang ditentukiem pada waktu tertentu

,' untuk penghitungan biaya komponen masukzul kegiatan.

:_ 23. Indeks Biaya Masukan eLdalah suatu biaya yarrg merupakan gabungan

beberapa barang/jasa m,ersukan untuk pe/nghiltungan biaya komponen

masukan kegiatan

24-Indeks Biaya Keluaran a,rlalah satuan biaya yang merupakan gabupgan

biaya komponen masukern kegiatan yang mernbentuk biaya keluaran

kegiatan.
' 25. Total Biaya Keluaran adaLlah besaran biaya dari satu keluaran tertentu

yang merupakan akumulasi biaya komponen n:rasukan kegiatan.

26.Keqa lembur adalah segala pekerjaan yan51 harus dilakukan oleh

Pegawai Negeri Sipil pacla waktu - waktu terl-entu diluar waktu kerja
sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap - trap instansi dan kantor

Pemerintah.

BAB II
PEDOTYIAIV PENTUSUNAN

Pasal 2

(1) Pedoman Penlrusunan ,APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran

2013, meliputi:

1. T\rjuan Pandrran;

2. Landasan PenyusuneLn RKA-SKPD;

1.1"



3' Prioritas Pernbangunan Daerah Tahun Anggaran 2oL3;

4, Prinsip - prinsip Penyusunan RFiA-SKPD TaL}run Anggaran 2o13;

5.MekanismePenyusunanRKA-SKPDTahunAnggaran2013;dan

6. Hal - hal khusus Lain'nYa'

{21 rJrutan pedoman penyLlsunan APBD Kabupaten Katingan Tahun

Anggaran2oL3sebagainranad.imaksudpadarlyat(1)tercarrtumdalam

Lampiran Peraturan BuPati ini'

BAB III
KIDTEI{TUAIT PENUTUP

Pasal 3

perattrran Brrpati rni rnutar hertakrr pada tangaal cLirrrrdarrgka':cr

Agar setiaP orang

Peraturan BuPati ini

Kabupaten Katingan'

Diundangkan di Kasongan

pada tanggal & o\<-c-ur tlv-tu

BERIT

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

derrgan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Kasongan

Pada tanggal b 0 tc-ru r't n' D-5 ll-

BTT,:ITI I{ATINGAN

f ,,,:m),rl
DUIIIEL RAWING

SEKRETARIS DA BUPATEN KATTN(:}AN

CHRI O TATEI, LADJU,

H KABUPAI'EN KATINGAN TAHUI{ 2012 NOMOR : }v '
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